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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR :188 / 328 /438.6.3 /2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARIO

KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan dalam rangka mewujudkan
sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya
hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan
masyarakat dalam meningkatkan kualitas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.

+ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat |t Surabaya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

* Undang —Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

¢ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

* Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Ltembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

* Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi;

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

+ Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

+ Paraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan ada
Penerapan Standar Pelayanan;

* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No, 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;

* Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor S Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan { Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14} ;

* Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor & Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah { Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 201.0 Nomor 2 Seri
B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 ) ;

e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel { Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16} ;

e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran { Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri
B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 } ;

» Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame { Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nemor 1 Seri B
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18) ;

» Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir { Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 ) ;

+ Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan { Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20} ;

+ Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jatan { Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 4 Seri B Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidocarjo Nomor 21 ) ;

* Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan { Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoario Tahun 2011 Nomor S Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 ) ;

+ Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo {Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) ;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoario Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah ;

¢ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;

+ Perbup Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

» Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor
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¢ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

« Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Restoran ;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Hiburan ;

+ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Hotel ;

+ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Parkir ;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah
Kebupaten Sidoarjo;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;

+ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM
LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

Standar Pelayanan Publik {SPP) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diktum pertama
meliputi:

* Dasar Hukum

¢ Persyaratan

* Sistem ,mekanisme dan prosedur

¢ Jangka waktu penyelesaian

e Biaya / tarif

* Produk Pelayanan



» Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

¢ Kompetensi Pelaksana

* Pengawasan Internal

¢ Penanganan pengaduan,saran dan masukan

e Jumlah Pelaksana

¢ Jaminan Pelayanan

e Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
» Evaluasi Kinerja Pelaksana

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

{. PENDAHULUAN
1. PRINSIP PELAYANAN

Sebagai perwujudan Pelayanan yang Prima dalam memberikan pelayanan Pajak Daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sidoarjo yang berorientasi pada pemasukan Pajak Daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan yaitu:

* Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit- belit

» Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan persyaratan dan penjelasan kepada Wajib Pajak.

s Keamanan, Proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman.

» Keterbukaan, Masyarakat/Wajib Pajak mudah memahami proses pelayanan.

e Efisiensi, proses hasil pelayanan disesuaikan kondisi

+ Keadilan yang merata, Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin.

* Ketepatan Waktu, pelayanan terhadap masyarakat/ Wajib Pajak dapat diseiesaikan dalam waktu yang tepat.



2. MAKLUMAT PELAYANAN

Sejak tanggal tanggal 2 Januari 2017, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Maklumat Pelayanan yang berisi : “Kami
berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai
dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/ atau memberikan kompensasi apabila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar”.

3. MOTTO
Motto Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“PEMBANGUNAN DIRASAKAN BERSAMA, PAJAK KITA MENDANAINYA®

4. RUANG LINGKUP TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan pelayanan 9 jenis Pajak Daerah meliputi:

* PAJAK HOTEL

* PAJAK RESTORAN

* PAJAK HIBURAN

* PAJAK REKLAME

* PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ}

¢ PAJAK PARKIR

» PAJAK AIR TANAH

» PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2})
» BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)



Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
Pajak Daerah. Untuk meiaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:
¢ Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah
¢ Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;
2. Pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
s Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan
kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

JENIS PELAYANAN

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, telah diberi kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dan pemrosesan administrasi
pelayanan Pajak Daerah Meliputi:

NO JENIS LAYANAN KETERANGAN
1 | Pendaftaran Obyek Pajak Baru 9 (Sembilan) Jenis Pajak
2 | Pengurangan / Penghapusan Sanksi 9 {Sembilan) Jenis Pajak
Administratif

3 | Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah | 9 {Sembilan) Jenis Pajak

4 | Pengembalian Kelebihan Pembayaran | 9 (Sembilan) Jenis Pajak
(Restitusi)
5 | Pemindahbukuan 9 {Sembilan) Jenis Pajak
6 | Pembayaran Angsuran Pajak 9 {Sembilan) Jenis Pajak
7 Pembatalan Pembayaran dalam satu | 9 {Sembilan) Jenis Pajak
hari
8 | Pelayanan Respon Atas Pengaduan 9 (Sembilan) Jenis Pajak
9 | Penyampaian dan Pembetulan SPTPD/ | Pajak Hotel, Restoran, Parkir, PPJ Non




NO JENIS LAYANAN KETERANGAN
€-SPTPD PLN dan Hiburan

10 Perpanjangan Masa / Tahun Pajak dan Pajak Reklame
Pemasangan Baru

11 | Pemasangan Baru Pajak Reklame

12 MI:ltaSI Penuh Objek Pajak / Wajib PRB-P?
Pajak

13 Mutasi Penggabungan / Pecah Obyek PRB-P2
-Subyek
Pengaktifan NOP/Penerbitan SPPT

14 PBB P2 PBB-P2

15 | Pembetulan / Keberatan PBB-P2

16 | Pembatalan / Penghapusan PBB-P2

17 | Legalisir PBB-P2
Pemeriksaan dan Tanggapan SPHP

18 | NPOP BPHTB {Administrasi & Pajak BPHTB
Lapangan)

19 | Validasi Pajak BPHTB

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai pedoman dalam
pemberian pelayanan Pajak Daerah sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Untuk memberikan jaminan bagi penerima pelayanan sesuai dengan aturan yang tetah ditetapkan maka, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo telah menetapkan Standar Pelayanan Publik terhadap 9 jenis Pajak Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan penyusunan Standar
Peiayanan Publik Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1. DASAR HUKUM

Sebagai dasar Hukum pelaksanaan pelayanan 9 jenis pajak yang ada pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana

termaktub pada Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.




2. PERSYARATAN
Persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjc berupa persyaratan administratif. Datam menentukan
persyaratan administratif yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Untuk memberikan kejelasan dan kemudahan terhadap pelayanan
kepada masyarakat.

1. PENDAFTARAN OBYEK PAJAK BARU
a. PBB-P2

1.

N & W» e e

Mengisi formulir permohonan

- Surat Kuasa (Bila Pengurusan Dikuasakan) + Bermaterai

- SPOP (Tanah) dan LSPOP {Bangunan)

< Surat Pernyataan Berkas Sudah Sesuai Aslinya

Foto copy KTP / SIM /KK / Keterangan lainnya wajib pajak dan kuasanya
Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / Letter C / Petok D

Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPJB/ tkatan jual beli desa / kelurahan/ surat keterangan waris
Surat keterangan desa / kelurahan bahwa SPPT belum pernah terbit

Foto copy SPPT tetangga kanan / kiri

Pelunasan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah} — Mundur

Foto Obyek Pajak dan Titik Keordinat

b.  PAJAK DAERAH LAINNYA (PDL)

1.

2.
3.
4

Mengisi formulir pendaftaran dan data potensi

Identitas Wajib Pajak/ Penanggungjawab (KTP / SIM / KITAS bagi WP Pribadi, NPWP bagi WP Badan)

Foto Objek, Koordinat objek

Melampirkan Surat ljin Gangguan {HO) khusus untuk PPJ Non PLN dan Surat ljin Pengambilan / Penggunaan Air (SIPA) khusus untuk PAT

2. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
1. Mengisi formulir permohonan Ke Bupati, Temb BPPD :
- Surat Kuasa {Bila Pengurusan Dikuasakan) + Bermaterai



- Surat Pernyataan Berkas Sudah Sesuai Aslinya

Fotocopy SPPT Tahun Berjalan

Surat Keterangan Desa/Kelurahan bahwa WP belum pernah menerima SPPT dan/atau bukti lainnya
Melunasi tunggakan pokok ketetapan PBB

3. PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

1
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Mengisi formulir permohonan Ke Bupati, Tembusab BPPD :

- Surat Kuasa {8ila Pengurusan Dikuasakan) + Bermaterai

- Surat Pernyataan Berkas Sudah Sesuai Aslinya

Struk gaji terakhir bagi pensiunan, PNS / Veteran

Foto Copy SPPT PBB P2

Foto copy KTP / SIM waijib pajak dan kuasanya

Foto copy SK Pensiun / Purnawirawan / Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) / Veteran
Laporan Keuangan tahun sebelumnya { Untuk badan / Perusahaan )

Foto objek pajak dan titik koordinat

Luas tunggakan PBB Periode Sebelumnya

4. PENGURANGAN PAJAK BPHTB (Korban LAPINDO)
1.

® NV AW

Fotokopy KTP/atau KK Keluarga Lumpur Lapindo

Bukti SPHP dari Aplikasi e-BPHTB

Surat Pernyataan Korban Luapan Lumpur Lapindo

Surat Keterangan Desa bahwa Pemohon adalah Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo
Kwitansi ganti rugi dan kwitansi objek pengganti

Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun Terakhir

Gambar Objek

SK Pembebasan BPHTB yang diperoleh sebelumnya (jika ada}



5. PENGURANGAN PAIAK BPHTB (Yayasan / Hibah Segaris)

1.
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Surat kuasa (bila permohonan dikuasakan) — bermaterai
Fotocopy NPWP, AD/ART Badan

Fotokopy KTP/SIM Wajib Pajak dan Kuasanya

Cetak NPOP BPHTB

Foto Copy SPPT PBB-P2 Terakhir

Gambar Objek

6. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (RESTITUSI)

1

AN AN

Mengisi formulir permohonan Ke Bupati, tembusan Kepala BPPD :

- Surat Kuasa dan KTP Kuasa (Bila Pengurusan Dikuasakan} + Bermaterai

- Surat Pernyataan Berkas Sudah Sesuai Aslinya

Bukti Permnbayaran Pertama (apabila terjadi double bayar metampirkan bukti bayar pertama dan kedua} yang asli

Fotocopy Nomaor Rekening Bank

Fotocopy kepemilikan tanah {sertifikat { legalisir / menunjukkan asli )} / akta jual beli - letter C/ petok D

Fotocopy bukti peralihan tanah / akta jual beli { tegalisir / menunjukkan asli ), akta jual beli desa / kelurahan /surat keterangan lainnya
Melunasi tunggakan { print out )

7. PEMINDAHBUKUAN
1.

v~ wN

Mengisi formulir permohonan Kepala BPPD :

- Surat Kuasa (Bila Pengurusan dikuasakan) + Bermaterai

- Surat Pernyataan Berkas Sudah Sesuai Aslinya

Foto Copy KTP WP yang akan dipindahbukukan dan penerima pindahbukuan

Bukti Pembayaran BPHTB / Resi Bank { khusus untuk pengembalian pembayaran pajak / restitusi menyerahkan bukti bayar asli )

SPHP 1 tembar dan SSPD 1 iembar Verifikasi Pertama

Surat pernyataan tidak keberatan dari WP yang akan dipindahbukukan bahwa pembayarannya dipindahbukukan kepada pihak lain,
ditandatangani kedua belah pihak { bermaterai )



6. Surat pernyatan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya (bermaterai)
7. Surat pernyataan dari PPAT yang berisi alasan pemindahbukuan dan berkas yang diajukan belum AJB (bermaterai)
8. SPHP Verifikasi Ulang Wajib Pajak yang dipindahbukukan.

8. PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK
1. Mengisi formulir permohonan Ka BPPD :
- Surat Kuasa (Bila Pengurusan Dikuasakan) + Bermaterai
- Surat Pernyataan Berkas Sudah Sesuai Aslinya
2. Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya
3. Laporan Keuangan tahun sebelumnya ( Untuk badan /Perusahaan)
4. Melunasi tunggakan (print out)

9. PEMBATALAN PEMBAYARAN DALAM SATU HARI
1. Membuat surat permohonan kepada Kepala BPPD :
- Surat Kuasa (Bila Pengurusan dikuasakan) + Bermaterai
- Surat Pernyataan Berkas Sudah Sesuai Aslinya
2. Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya
3. Bukti Pembayaran Pajak Daerah (Asli)

10. PELAYANAN RESPON ATAS PENGADUAN

a. Pengaduan Langsung
Datang langsung ke kantor atau melalui telepon, yaitu dengan mengisi buku pengaduan dan konsultasi dengan petugas yang menangani (Bakomuhas dan pelaksana
teknis)

b. Pengaduan Tidak Langsung
Mengisi Form Pengaduan pada website BPPD :
http://www.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id
email : pajakdaerah@sidoarjokab.go.id

c. Lapor Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat



Melalui internet, aplikasi mobile.
(https://lapor.go.id)

11. PENYAMPAIAN DAN PEMBETULAN SPTPD / e-SPTPD (Pajak Air Tanah, Restoran, Hotel, Parkir, Hiburan, PPJ)
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2. Mengisi formulir laporan volume penggunaan / pengambilan air tanahkhusus PAT
3. Melampirkan omzet / okupansi harian dalam satu bulan atas penjualan obyek pajak daerah
4. Berita Acara Pembetulan SPTPD / e-SPTPD

12. PERPANJANGAN MASA/TAHUN PAJAK (PAJAK REKLAME)
1. Mengajukan Permohonan Objek Pajak Reklame baru/perpanjangan melalui e-reklame
2. Fotocopy KTP
3. Surat pernyataan kesanggupan mengurus ijin reklame bermaterai Rp10.000,-

13. PEMASANGAN BARU (PAJAK REKLAME)
a. REKLAME TETAP :
1. Mengajukan Permohonan Objek Pajak Reklame baru/perpanjangan melalui e-reklame
Foto copy KTP, NPWP, NIB, Akta Pendirian
Foto /Design Reklame
Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pemilik Lahan, Surat Perjanjian Kontrak
Surat pernyataan kesanggupan mengurus ijin reklame (reklame tetap) bermaterai Rp 10.000,-

o e

b. REKLAME INSIDENTIL :
1. Mengajukan Permohonan Objek Pajak Reklame baru/perpanjangan melalui e-reklame
2. Foto copy KTP, NPWP, NIB, Akta Pendirian
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pemilik Lahan
4. Foto /Design Reklame/Materi Reklame
5. Surat pernyataan kesanggupan mengurus ijin reklame dan kesanggupan membongkar reklame bermaterai Rp10.000,-



14. MUTAS| OBJEK PAJAK / WAIIB PAJAK
1. Mengisi formulir permohonan :
- Surat kuasa { bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai
- SPOP dan LSPOP
- Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai )

2. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

3. Foto copy KTP / SIM waijib pajak dan kuasanya

4. Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / Letter C / Petok D ( legalisir / menunjukkan asli }

5. Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPJB/ ikatan jual beli desa / kelurahan/ surat keterangan waris dilegalisir PPAT / desa /
kelurahan.

6. Melunasi tunggakan {print out }

7. Foto Objek Pajak & titik koordinat.

15. MUTASI PENGGABUNGAN / PECAH OBYEK - SUBYEK
1. Mengisi formulir permohonan
- Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai
- SPOP (tanah) dan LSPOP {Bangunan)
- Surat pernyataan berkas sudah sesuai aslinya { Bermaterai )
Fotocopy SPPT PBB P-2 tahun berjalan
Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya
Foto Obyek (tanah dan/atau bangunan)
Denah peta / gambar dan titik koordinat
Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / akta jual beli / PPI8 / Letter C / Petok D { legalisir / menunjukkan asli }
Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPIB (yang dilegalisir / menunjukkan aslinya) / Ikatan jual beli desa / kelurahan/ surat
keterangan waris lainnya
Foto copy site plan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

RN T

Melunasi tunggakan (print out )



16. PEMBETULAN / KEBERATAN
1. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala BPPD :
- Surat kuasa ( bila pengurusan dikuasakan ) — Bermaterai
- SPOP { Tanah ) dan LSPOP { Bangunan )
- Surat pernyataan berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai )
Asli SPPT {pembetulan tahun berjalan)/Fotocopy SPPT (pembetulan tahun depan)
Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya
Foto copy SPPT tetangga untuk keberatan NJOP Bumi
Foto Obyek Pajak yang sesuai dan jelas + titik koordinat
Foto copy kepemilikan tanah (Sertifikat), Letter C/Petok D/Peta Bidang atau bukti peralihan hak berupa AJB,PPIB,Aktalual beli desa/kelurahan
{ legalisir / menunjukkan asli )
Surat Keterangan Desa/Kelurahan bahwa WP belum pernah menerima SPPT dan/atau bukti lainnya
Melunasi tunggakan (print out }

AN A

17. PEMBATALAN / PENGHAPUSAN
1. Mengisi formulir permohonan :
- Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan )} — Bermaterai
- Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai }
2. SPPT asli tahun berjalan dan fotocopy SPPT PBB-P2 (ganda)
Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya
. Melunasi tunggakan (print out)

~ow

18. LEGALISIR
a.PBB-P2
1. SPPTasli
2. Fotocopy SPPT
3. Melunasi tunggakan {print out)



b. PAJAK REKLAME
1. Surat permohonan dari WP
2. Fotocopy SKPD

19. PENGAKTIFAN NOP PBB P2 / PENERBITAN SPPT PBB P2

1.

W

Mengisi formular permohonan :

- Surat kuasa (bila pengurusan permohonan dikuasakan) — bermaterai
Fotocopy KTP Wajib Pajak dan kuasanya

SPPT BB P2 Tahun sebelumnya

Fotocopy bukti pembayaran yang sudah dilunasi

20. PEMERIKSAAN DAN TANGGAPAN SPHP NPOP BPHTB (ADMINISTRASI & LAPANGAN)
Melampirkan dokumen elektronik berupa :

1.
2.

KTP (Pembeli & Penjual) Wajib Pajak Pribadi / NPWP (Pembeli & Penjual) Wajib Pajak Badan dan Screencapture Kontak WA Wajib Pajak
SPPT PBB / e-SPPT / SKNJOP, Khusus PTSL dilampirkan SPPT Sebelum terbit SKNJOP, Khusus objek yang terdiri atas beberapa SSPT dilampirkan SPPT
keseluruhan

. Sertifikat Lengkap/ SK Pemberian Hak dan Peta Bidang dari Kantor Pertanahan / Letter C dan Riwayat Tanah dari Desa / Riwayat PPJB khusus objek

yang terdiri beberapa sertifikat dilampirkan keseluruhan sertifikat

Foto objek BPHTB (Bumi/Bangunan} khusus bangunan tampak keseluruhan sehingga dapat dihitung luas sesungguhnya dibandingkan dengan SPPT
PBB-P2

Kartu Keluarga / Keterangan Waris khusus penerima hibah /waris segaris dalam garis keturunan satu derajat keatas atau ke bawah termasuk suami —
isteri, termasuk Pajak Terutang PTSL dari hibah, waris dan APHB)

Brosur/ Prize List terakhir {rumah baru} Permohonan Pemindahbukuan, Permohonan SKB, permohonan keterangan pengganti bukti bayar atau
permohonan lainnya

Bukti Transaksi Jual Beli Penunjukan Pemenang Lelang, Rincian Surat Pesanan Rumah {SPR) ditandatangani para pihak, Persetujuan Kredit dari Bank
ditandatangani, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) / Bukti PPh yang telah diteliti KPP. (khusus jual beli sebelum PPIB terakhir dapat diajukan setelah
verifikasi atas jual beli yang akan didaftarakan peralihan haknya ke BPN).



21. a. VALIDASI (BPHT8) di BPPD
Melampirkan dokumen elektronik berupa :

1.
2.

8.

KTP (Pembeli & Penjual) Wajib Pajak Pribadi / NPWP (Pembeli & Penjual) Wajib Pajak Badan dan Screencapture Kontak WA Wajib Pajak
SPPT PBB / e-SPPT / SKNJOP, , Khusus PTSL dilampirkan SPPT Sebelum terbit SKNJOP, Khusus objek yang terdiri atas beberapa SSPT dilampirkan
SPPT keseluruhan

. Sertifikat Lengkap/ SK Pemberian Hak dan Peta Bidang dari Kantor Pertanahan / Letter C dan Riwayat Tanah dari Desa / Riwayat PPJB khusus objek

yang terdiri beberapa sertifikat dilampirkan keseluruhan sertifikat

Foto objek BPHTB (Bumi/Bangunan) khusus bangunan tampak keseluruhan sehingga dapat dihitung luas sesungguhnya dibandingkan dengan SPPT
PBB-P2

Kartu Keluarga / Keterangan Waris khusus penerima hibah /waris segaris dalam garis keturunan satu derajat keatas atau ke bawah termasuk suami
— isteri, termasuk Pajak Terutang PTSL dari hibah, waris dan APHB)

. Brosur/ Prize List terakhir {rumah baru) Permohonan Pemindahbukuan, Permohonan SKB, permohonan keterangan pengganti bukii bayar atau

permohonan lainnya

. Bukti Transaksi Jual Beli Penunjukan Pemenang Lelang, Rincian Surat Pesanan Rumah {SPR) ditandatangani para pihak,Persetujuan Kredit dari Bank

ditandatangani, Perjanjian Pengikatan juai Beli {PPJB) / Bukti PPh yang telah diteliti KPP. (khusus jual beli sebelum PPJB terakhir dapat diajukan
setelah verifikasi atas jual beli yang akan didaftarakan peralihan haknya ke BPN)
Bukti bayar BPHTB dan bukti bayar PPH dilampirkan sebagai syarat validasi melalui pesan atau chat pada menu e-BPHTB.

b. VALIDASI (BPHTB) di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

1.
2.
3.

SSPD BPHTB yang sudah di validasi
Bukti pembayaran PPh
Bukti AJB / Akta Pelepasan



3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
Prosedur Pelayanan pajak merupakan rangkaian proses tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas

dan pasti yang harus di tempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan perizinan. Prosedur pelayanan ini bersifat sederhana, tidak berbelit belit,
mudah dipahami dan mudah di laksanakan serta di wujudkan dalam bentuk Bagan Alir.

Mekanisme dan Prosedur pelayanan pajak yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mulai dari proses permohonan
masuk sampai dengan pengambilan hasil jadi di Customer Service, sebagaimana tertuang pada Lampiran.

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

NO JENIS LAYANAN Jangka Waktu
1 | Pendaftaran Obyek Pajak Baru 12 Hari Kerja
2 | Pengurangan / Penghapusan Sanksi Administratif 20 Hari Kerja
3 | Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah 20 Hari Kerja
4 Pengembalian Kelebihan Pembayaran {Restitusi) 20 Hari Kerja

Lebih Dari Rp 5 Juta
5 Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) 20 Hari Kerja
Kurang Dari Rp 5 Juta
& | Pemindahbukuan 5 Hari Kerja
7 | Pembayaran Angsuran Pajak 30 Hari Kerja
8 | Pembatalan Pembayaran dalam satu hari 1 Hari Kerja
9 | Pelayanan Respon Atas Pengaduan 3 hari kerja
10 | Penyampaian dan Pembetulan SPTPD / e-SPTPD 1 Hari Kerja
1 Perpanjangan Masa / Tahun Pajak (Pajak 1 Hari Kerja
Reklame)
12 | Pemasangan baru {pajak reklame) 3 Hari Kerja
13 | Mutasi Penuh Objek Pajak / Wajib Pajak 9 Hari Kerja
14 | Mutasi Penggabungan / Pecah Obyek-Subyek 12 Hari Kerja
15 | Pengaktifan NOP PBB P2 / Penerbitan SPPT PEB . .
P2 2 Hari Kerja
16 | Pembetulan / Keberatan 7 Hari Kerja
17 | Pembatalan / Penghapusan 7 Hari Kerja
18 | Legalisir 1 Hari Kerja




21

NO JENIS LAYANAN Jangka Waktu

19 | Pemeriksaan dan Tanggapan SPHP NPOP BPHTB 2 Hari Kerja
{Administrasi dan Lapangan)

20 | Validasi 1 Hari Kerja
Pengurangan BPHTB & bulan

{Perbup 21 th 2017)

5. BIAYA / TARIF
Semua Pelayanan tidak dikenai Biaya

6. PRODUK PELAYANAN
a. Surat Keputusan

Pengurangan Pajak PBB P-2
Pembatalan Pajak PBB P-2
Pengembalian Kelebihan Pembayaran ( Restitusi)

b. Surat Pemberitahuan

Pemindahbukuan

Keringanan {angsuran)

Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang {SPPT)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah { SPTPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar { SKPDLB)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil { SKPDN)




e Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
o Surat Teguran 1 dan 2 (ST)

¢. Surat Keterangan NJOP

7. SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah tersedia Sarana dan Prasarana

meliputi:

a. Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain :
¢ Ruang Kepala Badan
e Ruang Sekretaris
¢ Ruang Kepala Bidang
¢ Ruang pemrosesan berkas
¢ Ruang tunggu pelayanan
¢ Ruang konsultasi
¢ Ruang Command Center (+)
* Ruang Laktasi ASI { Ibu Menyusui )
¢ Loket Pembayaran {Bank Jatim)
¢ Ruang Tamu
o Ruang Server
¢ Ruang Arsip
e Masjid
o Toilet (kamar mandi tamu dan pegawai)
¢ Kantin
e Areal parkir dan pos keamanan
o Area bermain anak



¢ Sarana bagi WP berkebutuhan khusus / difable
¢ Sarana charge gadget

Sarana kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:
* Kendaraan Operasional

¢ Petugas Informasi dan pelayanan

¢ Nomor antrian

¢ Mesin Touch screen Kepuasan Wajib Pajak
e KiosQ

¢ Sistem Monitoring Berkas

* Media TV dan Surat Kabar

o |nteraktif double monitor di loket pelayanan
o Kursi Roda

+ Alat Pemadam Kebakaran

* Papan meeting point

¢ CCTV, Kamera Digital, dan Handycam

o Proyektor dan screen

e Scaner dan Printer

¢ Komputer, Notebook

o Telepon, faksimile, Air, dan Listrik

¢ Jaringan Internet

+ Genset

s Meubelair

¢ Ruang tunggu

¢ SMS Gateway

¢ Buku SPP dan Profil 8PPD



e Dl

8. KOMPETENSI PELAKSANA

Jabatan Petugas Informasi
Pendidikan Minimal D3

¢ Administrasi Perpajakan Daerah
Pelatihan » Pelatihan Publik Relation

+ Pelatihan Pelayanan Prima

Keterampilan/Pengetahuan

e  Mampu melakukan analisa terhadap
permasalahan

+« Mampu memberikan informasi
secara baik dan benar kepada Wajib
Pajak

Pengalaman Kerja

Minimal 1 tahun

Jumlah Personil

3 orang

Jabatan Penerima Berkas / Customer Service
Pendidikan Minimal B3

* Administrasi Perpajakan Daerah
Pelatihan ¢ Pelatihan Publik Relation

¢ Pelatihan Pelayanan Prima

Keterampilan/Pengetahuan

* Mampu melakukan analisa terhadap
permasalahan

»  Mampu melakukan pelayanan secara




efektif dan efisien
Pengalaman Kerja . | Minimal 2 tahun
Jumlah Personil : | Sorang
Jabatan : i Koordinator Pelayanan
Pendidikan : | Minimal D3 /51
* Administrasi Perpajakan Daerah
_ ¢ Pelatihan Proses Bisnis PBB
Pelatihan ¢ Pelatihan Publik Relation
» Pelatihan Pelayanan Prima
¢ Mampu melakukan analisa terhadap
permasalahan
Keterampilan/Pengetahuan - | * Mampu melakukan pelayanan secara
efektif dan efisien
+  Menguasai komputer
Pengalaman Kerja : | Minimal 3 tahun
Jumlah Personil : llorang
Jabatan : | Pelaksana Bidang
Pendidikan 1 | Minimal D3 /51
+ Administrasi Perpajakan Daerah
. ¢ Pelatihan Proses Bisnis PBB
Pelatihan
* Pelatihan Publik Relation
e Pelatihan Pelayanan Prima




*  Mampu mengoperasikan komputer ;
Keterampilan/Pengetahuan : | » Memahami proses bisnis PBB;
e Memahami basis data PBB ;

Pengalaman Kerja : | Minimal 3 tahun

Jumiah Personil : | 10 Orang

9. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan,

untuk itu perlu ada pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif

agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program / kegiatan.

Pengawasan internal yang diberiakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu:

» Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP {Sasaran Kerja Pegawai)

» Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

* Penandatanganan Pakta integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
berupa tersedianya akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/tanggapan/pendapat, complaint/pengaduan. Adapun mekanisme
dan penyelesaian penanganan pengaduan serta rekapitulasi aduan tertuang dalam tabel berikut:

PENGADUAN PENGUNJUNG DI LOKET PENDAFTARAN

SARANA

PENGADUAN PENCATATAN Jangka Waktu respon




PENGADUAN PENGUNJUNG DI LOKET PENDAFTARAN

SARANA

PENGADUAN PENCATATAN Jangka Waktu respon
Pengaduan Langsung Data Pengaduan Max 3 (tiga) hari kerja
Kotak Saran Kotak Saran Max 3 (tiga) hari kerja

Pengaduan melalui
Telepon / hotline

Data Pengaduan

Max 3 (tiga} hari kerja

Woebsite resmi BPPD

Data Pengaduan

Max 5 (lima) hari kerja

Lapor

Data Pengaduan

Max 10 {seputuh) hari kerja

¢ Kotak Saran dibuka setiap hari kerja di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan pengaduan. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam

Data Pengaduan.

* Pengaduan melalui Telepon dicatat dalam buku pengaduan.

¢ Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Data Pengaduan oleh Koordinator

Pelayanan, selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris BPPD.

¢ Sekretaris menindaklanjuti pengaduan, membahas dan menyelesaikan bersama bidang terkait dan melaporkan kepada Kepala BPPD.

¢ BPPD menyampaikan informasi penyelesaian pengaduan kepada Wajib Pajak.

¢ Pengaduan secara langsung oleh pengunjung di meja informasi akan dicatat datam Data Pengaduan.
e Pengaduan melalui Website Resmi BPPD/Lapor akan dibahas oleh Tim Pengelola Website untuk ditindaklanjuti.

11. JUMLAH PELAKSANA

Dari 9 jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh 93 orang pelaksana ASN dan 27 Non
ASN yang tersebar di Sekretariat, Bidang Pajak Daerah |, Bidang Pajak Daerah Il, Bidang Pajak Daerah Il dimana pembagiannya disesuaikan dengan

keabhlian teknis dan administrasi serta beban kerja di masing — masing bidang.




12,

13.

14.

JAMINAN PELAYANAN

Untuk kompensasi yang dilaksanakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah apabila dalam pemrosesan permohonan ada kesalahan
atau keterlambatan penyelesaiannya karena faktor internal dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo maka kompensasinya adalah :

a. Pemberitahuan langsung melalui telepon / sms sebagai awal informasi;

b. Mengantar produk pelayanan sampai ke pemohon sesuai alamat.

Dan upaya dalam rangka sapu bersih pungutan liar {saber pungli) dan bebas dari calo telah difasilitasi, sebagai berikut :
* Surat Pernyataan tidak menerima dan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun, antara petugas tinjau lapang dengan Wajib pajak;
¢ Pemeriksaan berkas permohonan oleh petugas Informasi sebelum diterima dan diperiksa oleh Customer Service {CS).

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas
pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, ruang pelayanan dan tempat parkir yang representatif, sehingga akan
memberikan rasa aman. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah di lakukan melalui :

a. Pelaksanaan Rapat Tinjau Manajemen { RTM ) dilaksanakan minimal 1 kali setahun, dimaksudkan untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat mendesak
untuk segera ditindaklanjuti, seperti: hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu ({50 9001 : 2015}, pelayanan Pajak terkait persyaratan, kebutuhan
sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.

b. Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 kali dalam setahun yakni pada Semester
pertama.

c. Audit Eksternal, dilaksanakan oleh WQA Indonesia setahun sekali pada semester kedua.



d. Pemberian Reward and Punishment yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan melakukan penilaian kinerja staf pelaksana setiap
tribulan, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pajak daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan Reward and Punishment ditetapkan
dengan SK Kepata Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan kriteria penilaian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu :

+ Disiplin;
+ Kinerja.

e. Penyusunan SKM Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan 9 indikator diantaranya adalah:
¢ Persyaratan
*  Prosedur
e  Waktu
s  Biaya/tarif
¢  Produk spesifikasi pelayanan
* Kompetensi pelaksana
¢ Perilaku pelaksana
e Penanganan pengaduan, saran dan masukan
* Sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Pelayanan Pajak Daerah adalah
5,64 dengan Kualitas Pelayanan “A” Sangat Baik dan rata - rata Nilai Konversi 94,08. Terdapat beberapa variabel yang dianggap masih kurang dan
perlu ditingkatkan kinerjanya vaitu Adanya ketidaklengkapan berkas pengajuan permohonan . Variabel Kemampuan Petugas Pelayanan yang dinilai
responden bahwa Petugas tidak mengetahui Informasi yang dibutuhkan/ditanyakan oleh responden.

MONITORING DAN EVALUASI

Implementasi Standar Pelayanan Publik ini secara terus menerus selalu dipantau pelaksanaannya. Pemantauannya tidak hanya terkait dengan sejauhmana
pelayanan telah memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan tetapi juga terkait dengan aspek manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan
pajak daerah.



Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sudah
menerapkan Sistem Manajemen Mutu 1SO sejak Tahun 2014 dan pada tahun 2019 telah dilakukan Upgrade menjadi Sistern Manajemen Mutu 150 9001:2015
secara konsisten mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah, penerapan sistem manajemen mutu diharapkan melakukan perbaikan/peningkatan kualitas
pelayanan dari tahun ke tahun atau selalu melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik dengan terobosan dan inovasi - inovasi baru.

Dengan melakukan pemantauan pada pefaksanaan Standar Pelayanan Publik maupun penerapan sistem manajemen mutu dengan harapan akan tercipta

peningkatan kepuasan pelayanan. Adapun implementasi Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo melalui:

a. Monitoring :
¢ Audit Eksternal, dilaksanakan oleh WQA Indonesia setahun sekali pada semester kedua;
¢ Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 kali dalam setahun yakni pada semester
pertama;
e Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
¢ Uji petik terhadap wajib pajak
¢ Pemasangan alat pemantau transaksi Wajib Pajak

b. Evaluasi:

¢  Rapat Tinjau Manajemen { RTM } dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun;

* Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 kali dalam setahun yakni pada semester
pertama.

* Audit Eksternal (Renewal Sertifikasi), dilaksanakan oleh WQA Indonesia setahun sekali pada semester kedua.

* Pemberian Reward and Punishment yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara
periodik;

e Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) oleh lembaga independen dari unsur Perguruan Tinggi dan Konsultan yang dilaksanakan setahun sekali dilakukan
Bagian Organisasi Setda;

*  Membuat Laporan penerimaan Pajak Daerah kepada Bupati Sidoarjo;

e  Membuat laporan perkembangan jumlah produk layanan kepada Bupati Sidoarjo setiap bulan;

¢  Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilaksanakan setiap tahun;



V.

*  Melakukan evaluasi Laporan Bulanan dari Notaris;
» Rapat evaluasi Kinerja yang dilakukan secara berkala setiap minggu dan setiap bulan.

INOVASI DAN PENGEMBANGAN

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melaporkan transaksi, perhitungan pajak daerah secara online, dan membayarkan
pajaknya secara online melalui Tefler/ATM dan / channelf lainnya, BPPD melakukan inovasi aplikasi dan pengembangan aplikasi :

A. INOVASI
1. Virtual SPPT PBB P2
2. Virtual Map
3. Mutasi Penuh (E-Form)
4, PTSL50%e-BPHTB
5. E-Reklame

B. PENGEMBANGAN
1. E-Reklame



PENUTUP

Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip pelayanan yaitu kejelasan, kesederhanaan, kepastian, terbuka, efisiensi, adil dan
tepat waktu.

Standar Pelayanan Publik (SPP) di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat/ Wajib Pajak
sehingga masyarakat juga ikut serta melakukan pengawasan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) mempunyai tujuan untuk inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan perlu adanya komitmen pimpinan
beserta staf serta menyadari sepenuhnya bahwa kepuasan Wajib Pajak adalah tanggung jawab kita semua.

Demikian dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

J
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RUANG COMMAND CENTER

PELAYANAN PAJAK di MPPM Sukodono
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Bagan Alir
Penanganan Pengaduan



URAIAN

Pengaduan Langsung
Datang langsung ke kantor atau melalui telepon, yaitu dengan mengisi buku pengaduan dan
konsultasi dengan petugas yang menangani (Bakomuhas dan pelaksana teknis)

Pengaduan Tidak Langsung

Mengisi Form Pengaduan pada website BPPD :

http://www.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id

email : pajakdaerah@sidoarjokab.go.id

Lapor Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat

Melalui internet, aplikasi mobile.

(https://lapor.go.id)

"Max. 3 (Tiga) Harl Kerja
Max. 5 (Lima) Hari Kerja

Max. 10 (Sepuluh) Hari Kerja




Mekanisme/Bagan Alir
Pelayanan Pajak Daerah



PEMOHON
- NON WAJIB PAIAK INFORMASI/KONSULTASI

- WAJIB PAJAK » PAJAK DAERAH

-

e

PEMBAYARAN PAJAK

=)

( CUSTOMER SERVICE \

1. Daftar NPWPD

. Daftar OP Baru

3. Menerima berkas
permohonan

)

berkas permohonan
5. Pengambilan Produk
Layanan
6. Print out Tunggakan

4. Mengecek kelengkapan

\

PENGELOLA DATA /
JABATAN
FUNGSIONAL

-Verifikasi data
-Draft K

-Paraf

-Rapat Tim
-Tinjau Lapangan

J

-~

KEPALA BADAN
Tanda Tangan SK

~N

e Y,

KEPALA BIDANG

-Disposisi
-Validasi
-Paraf

. y,




Prosedur Pelayanan



DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, REKLAME, PENERANGAN JALAN DAN AIR TANAH

Pemberitahusn has pendaftaran obyek pajax kepada Wajib Pask

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR dikisia Kepala Sub 5
Wajib Pajak by Koordinator g Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan Bidang
Bidang
Mengisi dan menandatangani formulr pendafiaran sesua dengan|
kelengkapan persyaratan  seca  menyorshkan  kepada petugas| O
pelayanan
= “
Menorima dokumen pendaftaran dar Wapt Pajak
u i Wapd Paj = ; . 1 KTP
N Pamilik/Penarggung
Pajakslin Usaha yang
Menerima  dokumen dan melakukan pemerksaan  kelengkapan dimiliki 2 Powo Obyek| 15 Menit
dokumen, bia dokumen hdak lengkap maka dikembalikan kepada 3 Koordiral Obyek 4
pemohon. bila gokumen lengeap diteruskan kepada Kepala Sub Mengisi data potensi
Koordinator Bicang ¥ 5 NPWP
Melasukan verifikasi kesesuaian dokumen Pendataran Pajak Daerah, N :
bila dokumen sesuai maka Kepala Sub Koordinator Bidang
membenkan tanda terima dokumen. bia dokumen tidak vaid maka
meminta perbakan kepada pemohon ¥
|Membenkan persetujuan berkas peemononan Pendaftasan Pajak
Dawiah
3 Hari

IMenyesuaikan pass data. melaksanakan tinjau lapang (untuk Pajak q
Alr Tanah dan Pajak Penerangan Jalan|, perekaman dan pemetaan | |
data objek Daru




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU PBB

kelengkapan persyarstan sena menyerahkan kepada petugas pelayanan

|Menerma dokumen pendaftaran darl Wajib Pajak

mmmmwmmm%m,
dokumen fidak engkap maka dikembalikan kepada pemchen bila)
dokumen lengkap ditecuskan kepada Kepaa Sub Bidang

Melak ukan verfias: kesesuaian doxumen Pandafiaran Pajak Daerah
bila doxumen sesua maka Kepala Sub Bidang membenkan tanda terma
dokumen, bila dokumen tidax valid maka meminta perbaikan wepada
pemohon

bahwa objek paysx tidak

terbit SPPT 8 Foto Copy

sppt tetangga kanan kin

tahun berjalan dalam 1
bilok

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR
Waiib Pajak Petugas Kepaia Sub Kepaia Kelengkapan Wakty
|Mengmi dan menandalangan formuic pendafiaran sesua  dengan "O‘ N 1 Mengis: formulr

1 Han

1mwnmmmWMnMM

Menyesuaikan basis dala messksanakan tinjau lapang, perekaman dan
pemetaan data objek baru

10 Han

Pembertathuan hasi percataran objek pajsk kepada Wapb Pajak

1 Han




PENGURANGAN ' PENGHAPUSAN POKOK PAJAK/SANKSI PAJAK HOTEL. RESTORAN, HIBURAN PARKIR PENERANGAN JALAN AIR TANAH DAN REKLAME

DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PELAKSANA MUTU BaKU
URAIAN PROSEDUR Petuges Kopala Sub [ o\ e Kepals | Keterangan
Waji Pajak Pel Kpardinator 1. \ Bid { Kepais BPPD | Kelengkapan Waktu . Output
!E!.L_‘_._._. =k RS i
Megn dar merancatangan Acmumen sermaronan)| ,,Q_
Pargurengen Penghapusar Pokos Pajas/Sanks hepaca buset N
* Mt
e
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! i
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF_DAN/ATAU PENGURANGAN KETETAPAN P8B - P2

PELAKSANA SR MUTU BAKU
NO URMAIAN PROSEDUR Petugas Hepsla Sub Petugas Kepala |Mepals Badan Heterangan
Wajit Pajak T Helenghapan Waktu
Pelsyansn Bidang ot Bidang 8PP0 Dutpet
1 |Mengsi dan menandatangani dokurmen p Fong gan Parghap N
Pokok Pagak/Sanks atas SPPT PHE - P2 hepada bupati O‘
" dok dan melakukan § nk kelengkapan dokumen bas N
2 |dokumaen tdak lengkap maka diembalikan kepada pemohon. bils dokumen lengkap "D' Wiamsyeaadgosiconi [
diterushan kepada Kepals Sub Bidang peTrotonan dbuesabet) 3 FC
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wmumwmmmmm g s
rantocanengen
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¢ J5RAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDUI )
PENGURANGAN / PENGHAPUSAN POKOK PAJAK | SANKSI VERIFIKAS|I BPHTB

NO URAIAN PROSEDUR S e MUTU BAKU
Kepala Sub | Petugas Tinjau
Wajib Pajak """"" 2 ! Kelengkapan Waktu Output
Mergis: dan menandatangan dokumen permohonan|
1 |PenguranganPenghapusan Pokok Pamk/Sarks Admnistrasi BPHTE kepadal O.
bupat: N
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CIAGRAM S0P (STANDARD OPERATING PROCEDLIRE)

. SEKAMIBME PENGEMBALIAN KEL ESIHAN PEMELTARAN (RESTITUN) BFHTE DIRAWAH § JUTA ’
e AR R Y e o
h % ) ,r”,u...m...ﬁ w Sacln L N h o %
Gy SAETEES U i R PH - e . g Katorghapen sy
gt L rmnmrﬁ »xu: a_w..ﬂ.m his Mnm B2 A Y m SR IR EIRG L A7 REPLTR
« T Fiomds puviivorass WP dteubkan
juspaga Pupst durs Kopale: Baniioy.
[Viagh Payas marwperahinen 2 (dull) vk |2 Soanan waamay (o dbkwamaican).
Pombayann (Mastium | BPHTR P e : - Sagiae Puitysnan
{ ] Sk ® P st
‘Ti{ ey e yeny PRIYAOPOAI ST
3 Sumt ” ik dan WP Rpintehan pambeyeran
rory stan apwrianbuan st wee {Pwattsw) PPHTE Stowwrt 5|
e S5r0) e
. 21 . - e PG TP WP sang shan _ Jin nwcwre weghap den
[Wnith Pagas e - 7 Suret Perysisan Wt Bayer ot
knib. i pute Tetpaacs Kanpeisbid | (i oty
Sornl hptpryngan darl BPAT dae Panpasd
longy yamg beted e P
Nomaiet pdabareg Dt g (i
ooy ceSitanrnraey paigak|
F(0un) bactas peewsionas  dan 10 Sunst Permpistans el budurs s
Dl aan rupint, Bkl (D Pabrin)
PRmahonsn. 1 [SM) DESE aaramlan Hat
Al g ¥ () Diriae AL S ke
 Suptur it
stginbaten B, — War § han
g s G Mty -
(grsprntog Sebphopnil vy Dyt bl Rty
[oengajuss restiue & bewh 3 juls  den heri e
hgrprves oppse San Kalel | i,
Pesi et M Dwas . SHPDLE cun draft L]
5 Aty iy Manmtria il SERAOE ahan




-y Bumr urpsmune ey eivg)
vy _ L weel yorg reew
wny i T 0L W o
g wills vap st L 0NG: Qv ™ 11
_ I* i;isii_
WareOwal Sl Wy
ol vy (nBrmrary & - ol
T e o o LT W Sunecin)]
vy Ly " u GdSmma g
» VS VD SR WG MR ey
i VI W v w5
ey oL 1o Ui weluag TR WO
A USRI WAL R Sy
V| HE W) P TG R Wag)
LW T w—
i i T
— .. . T










1 ha bargs

H

ERF dun 5PN

1 har

1




[MAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

= PEMINDAHBUKUAN
2 PELAKSANA MUTU BAKU
NO Yo Pages Futugas Hepela Sub | Kepata . [
Petmyaran Sidery | Gdeng o
e RE D TS
1 - A PE AR A e sy
1 |Wayib Payak menyerahxan permohonan Peminrdahbukuan ‘O e L

|Menerma permononan Pemindahbukuan dan Waijib Pajak K meiakukan pengecekan Q b e e v e
% e

? o e
kelengkapan dokumen dan membenkan berkas permohonan ke staf -::-:::: ¥
1 ess e maa e LA GRS
<> T
|Menenma permohonan pemindahbukuan dari Pelayanan = mengecek keiengkapan Lo 5008 Gt suetoyrerne
’ dokumen setelah itu disecankan kepada Kepala Bidang v e i e T
0 B Peme S PTLT bt
R e
Y
4 |Memberikan disposisi ke Kasubid untuk mamproses pemindahbukuan [——J s e b peraaen 1 han Cuoonis

Menenma dispossi , menelit Kesesuaian dan kebenaran berkas permohonan yang
ditenma dan membenkan dspos:sl ke staf untuk segera memproses pemndahbukuan

8 2 han

D_

S g BePCLY
e sl

. Membuat nota Dnas. Berita Acara Pemenksaan SKPDLB dan oraf bukt
pemindahbukuan dan uraian pemindahbukuan

1 har

oy W dprsans ‘anm Crnad 1h
[P B e el s A

4 Bartas Perruny (Rt b
» |Mengorexsi nota Dinas, Berita Acara Pemenksaan, SKPOLB dan draf bukti [j
pemindahbukuan dan uralan pemindahbukuan dan memberkan paral

) Immm nota Dinas. Berita Acara Pemeriksaan, paral SKPOLE dan - =
draf bukt pemindahbukuan dan uraian pemindahbukuan ’ s
s |Xepaia Bagan membenkan persetujuan atas permohonan pemingahbukuan dengan .
MeNEndatangani bukti peMINABhD.XUSN L___.'
0 Manenma bukt pemindahbukuan yang telah ditanda tangani kaban dan menyerahkan Ij* 1 han
anahy.'m SR
1 lmﬂu bukb pemndahbukuan dan menyerahkan ke wajib pagak [ T e S S
12 |Waijib Paak menenma bukt permindahbukuan C*_f_)-




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PEMINDAHBUKUAN BPHTB

Im_.......lmu.' MUTU BANU
- Viain Pajak Petugas Kepsla Sub | Kepala Hepala X
Kelenghapan Wakty Output eterangan
Pelayanan Sidong | Wideng |BedenBPPO| ve
O' 'Jlrrmv-.:num
1 [Wapb Pajak menyerahkan permohonan Pemindahbukuan - X

[Pt et el Wt e e

Mererima permohonan Pemindahbukuan dan Wagt
2 Pajak  melakukan pengecekan kelengkapan dokumen
berkas tdak engkap kembali ke Wajib pajak dan berkas
lengkap diserahkan ke Kasubbd

<

vy
[ TS et e S5ET) T e
Ry ermre

E Zerwl perTaysine bk aatersise e
e e ]
(om0 sewsarer pergreen S0PT)
ttraie .

T PC KTE A puag s Soeramhiubusn

8 amet P Lafey et e 1 hani Hereas Pasmchonas
g auirye herratee
(9 P g0 Ao
: v . ‘-"’“' : ‘ 'u. m-m-m!“
diserahhan kepade Kepala Bidang, béa bdak sesua maka v aras pang e S tusa e
13 Fe SPPT FDB Tenn Bemae
LA
£ . i ] et teraiet Leemai jerTotormn 1 haet Devsponis:
pemindanbukusn |
Menernma disposis menelit kesesuman dan kebenaran —
5 |pemindanbukuan ( Membuat Nota Dinas - SKPDLB dan 2
dral bukt perndahbukuan | membenkan parsf ::'_:"" .:
|Membenkan tanda mngan nots Dinas, paraf SKPDLB dan [—
® Ldrat bukt perindaroubuan | ] mmm“ ki
[ Dwas, SKPOLB ==
Kepala Badsn membenkan persetujuan atas permohonan === diproses | Nota ;
b ip-mlnm dengan menandstangan bukt [ J M“Mprmm -
pemindahbukuan
s Manenma bukh perrundshbukuan yang telah ditanda = e ;::w::w'samew
kaban dan menyershikan ke pelayanan | !4 P
a[lb'm bukt permndatbukuan dan menyerahkan ke p— -
wajib pajak . |
10 [Wajib Pajak menenma bukt pemindshbukuan c ) Bukt Pemindartuk.san Buali Permedahbikusn




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, REKLAME, PENERANGAN JALAN DAN AIR TANAH

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Petugas Kepala Sub | Kepaia —
Wajib Pajak A Koord Bid Kopala Badan| Kelengkapan Waktu Qutput
Mengsi can menangalangani dosumen permoronan Penundaan |
angsuran pembayaran pajak hotel resioran huburan dan parkin <epads| 'O
bupal N
5 M|
. 1 Menge rmule
menyerahkan  doxumen  permohonan  Penundaan angsuran . prrmreran
|pembayaran paak molnl restoran  hiburan can parkr kapada petugas ~[ ) 2 Surs Kumta (bea
AR Doy = i econ |
Menenma dokumen dan  melakukan  pemerkiaan  Kelergkapan Wiunaann) Ry trogres |
dokumen, bila dokumen tidak lengkap maka dikembatikan kepada) i:.?.-:i::?.-q. o e
pemohon  bilp dokumen le~gkap diteruskan kepada Kepaa Suby e i
K = e ——— e e Li SS— peukUAgrys JapoTen |
Menaliti  Kesesuaian  dan  kebenaran  dokumen  permohonan) . :‘:: ?r';mt:': B IR [
Penuncaanangsuran pemoayaran pajak hotel restoran, hiburan dan| N Pajas danass
parwir Dia dokumen vald maka Kepaa Sub Koordinator Bdang] sasirye S Soral
memberaan tands ledma dokumen, bl cokurmen bidak vaid maka o)
danmoalkan kepaca pemohon ¥ iwogan seive
Lapenen dan
Kepala Sub Koordinator Bicang menugaskan Stal unluk melaaukan E Maks 5 nan :"I"’"
pemaenksaan/penaltian atas laporan kevangan wajb paak e e
. g S
Kepala Bidang menenma hasil pemenksaan penellian stas laporan TR =% .
EpuAngan disertal berita acara pemeriksaan/poneltian beserta konsep e m"__“"
SK ke Kopala Badan
—— S
' Nita das Berta prana
Kepala Baaan menetapkan SK penuncaan/angsuran atau surat - | erminnsuas b a5 <ot
penciakan parmohonan penundaan/angsuran ;n::‘wl:m nat ' Baiter
b - n
Pengarsipan SK Kepala Bacan dan pengambilan hast seputusan olen O [ ] I 1 i
We '




3 |wnghap maks dikembaiikan tepada pamohon DR Ookumen engkap dleruskan kepada

Menetli  Kesesusan den  kebenarer  dok

pembayarar PRE - bila dokumen v liigggg
ferma dokumen bila dokumen tidak vakd maka dikembalkan kepada pemohon

Tem Pemerksa Pajak Deerah melakukan pemerksaan kantor dan/atau lapangan sebagas|
Bahan perimbangan pembernan eputusan bupall Mas permohonan PenuNdasVangsuran
pembayaran PBO - P2  selelah Kepsla Badan mensnma disposisi bupati terkait
permohonan penundaan/sngsuran pembayaran PBB - yang diajukan oleh WP yang
komudian didaposisikan ke Nepala Bidang sebage dasar pemerksaantnje. lapang dan
membuat draft SK Kepala Badan

_ﬂii ki dan .. paraf drafl SK Kepaia Badan

Kepsla Badan atas  per -, angsr
|pembayaran PBB - P2 dengan menandatangan draft SK Kepala Badan

n_igggiimxiws!‘g%;} : -
a e
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PEMBATALAN TRANSAKS! PEMBAYARAN BPHTB

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Petugas Kepala Sub | Kepala Keterangan
Waijib Pajak Bidang 4 Kelenghkapan Waktu Output
3 Mengisi dan menandatangan dokumen permohonan pembatalan y
fransaks| pembayaran sesual dengan kelengkapan persyaratan ® N
menyerahkan  dokumen  permohonan  pembatalan  transaks: I J Berka:
2 : 30 Menit N
pembayaran kepado petugas pelayanan pajak y 1 Formulir e permohonan
permohonan WP
Menenma dokumen dan melakukan pemerksaan kelengkapan 2 Bukti
5 [dokumen. bia dokumen tidak lengkap maka dikembaiikan kepada pembayaren ash
pemohon, bila dokumen lengkap petugas memberikan tanda terima 3 Surat Setoran
dokumen dan deruskan kepada Kepala Sub Bidang Y P'*:; D‘T‘“
1 4. Folokopi KTP
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohonan pembatalan N Wajib
4 |ketetapan bila dokumen valid maka diteruskan kepada Kepala Bidang. Pajak/Kuasa 15 Mennt
bila dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada petugas pelayanan S Surat Kunss Disposisi
X . (Apabia P
i permohonan
|Membenkan persetujuan berkas permchonan pembatalan transaks: dikuasakan)
® pembayaran E:] Yo Men
| Bukt
7 [Metakukan pembataian transaks: pembayaran ’:] 15 Ment | Pemoataian
- pembayaran




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
MEKANISME PENERBITAN SURAT TAGIHAN; ST 1; DAN ST 2 PAJAK DAERAH (STPD)

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR sub | Petugas
Waiib Pajak Petuges Kepels Tinjau Kelengkapan Waktu Output
Lapang
|Sehart setelah jatuh lempo STPD/ ST 1/ ST 2 staf metakukan input data
WP yang belum membayar pajak daerah kedalam aplikasi Tanda 'O'
Tangan Elektronik (TTE) untuk mencetak STPD N ; i
leemahanan " 5 Wenk
2 Surst Kuasa (Din
dilakukan aprove STPDV ST 1/ 8T 2 di aplikasi TTE pecnohanan
| CilsRaak@n
3 SPPT sai taven
bacaian dan FC SPT ;"m
|Meneiit: kesesuaian dan kebenaran data WP apabila setuju maka 4 FC KTRSM Weih
dilakukan aprove STPDY ST 1/ ST 2 di aplikasi TTE Mmm 5 Surat
Y Matnrargan
D whan bates
v Ve belum parmas 1 hant ketie
5PPT
Kepala BPPD memberikan persetujuan dengan aprove alas terbdnys N mmmm
STPODV ST 1/ ST 2 di aphikasi TTE FC Nomer mkeneg
Y 7 Matunew tunggakan
b
£ Puieng Laporwn der
iDarfia acan
[Mencetak STPOY ST 1/ ST 2 [:' vl =
| e et T
upargan
Surst
Menyampaikan STPDI ST 1/ ST 2 ke Wajib Pajak Q Ij_ Surat Tagihan, Arsip | 1 hart kena | Vaginan




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
MUTASI PBB (PENUH & GABUNG PECAH) DAN PEMBETULAN/ KEBERATAN PBB-P2

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Petugas
Wajpib Pajak 0 . Tinjau f lllqnhlﬂun Kelenghapan Waktu Output
Pelayanan Bidang Budang
Mengesi dan datargan doks ' p Mutasi sesum dengan O 1 Mengs formiuse
kelengkapan persyaratan N n-wr::-.r-\? M:um
bermasters ) 3 SPPT 4 FC
mmmmmmm thali&"':l'i
bita dokumen hdak lengkap maka dikernbalican b P . bila rergm SPOF can LSPOP
mmmmmmm N € fc busid) surat tanah
(Sectfiat/ietter Cloetok
Meneitt; K dan ket dok honan, bia dokurnen Y bl
mmmmmmmmmu < (AJBJBPemystasn jus' beriss
" 1 Han
dokumen tidak valid maka dikembalilan kep P tehiasterangan ermya) 4 permohanan
1D Pemanan Pribad: dan |0
LT
(K TR/S M KK eterangan
¥ Binnya) / 10 Permohon
|Setelah menenma disposss: dan Kepals Sub Bidang. petugas tingsu lapang | Perusansan [Aste Crrdeian
lakukan p riksaan kantor lapangan atas borkas permohonan yang Perusabaan N8 I loasi
dimahonkan WP b dengan kepals desa | yang mewalkul ke lokas ‘j Illmmm}brmnm
objek pajak satolt lotak copek 1
Welunas tunggasan | Prnt
o)
Kasubbid menindakianjul: hasil tinjau lapang dengan mengusulia
persetujuan permahonan pembetulan berupa SKNJOP ataupun SK Kepala
Badan
Approve usulan pembetulan yang disjukan oleh Kasubbed dan paraf draft B
SK Kepals Badan stas permohonan WP untuk  ddoruskan ke Kepals Badan max 10 Han
[Memberikan persatujuan: approve permononan pombetutan bak berup
SKNJOP maupun SK Kepala Badan [:]
|Menyesuakan basis data, melaksanakan tngau lapang. perekaman dan E
pemetaan
Pengarsipan berkas permohonan dan pengambian hasil keputusan oleh SKNJOPY
we il l:l o b Han 1 seer




NO |  URAIAN PROSEDUR PELAKSANA _ o _MUTU BAKY ) " KETERANGAN
wevauoasl | O STAFBIDANG | KASUBBIDOATA | PERSYARATAN/ Pwarr | ourur
BPHTE PELAYANA PAJAK APHTE PERLENGKAPAN u ! ’
; N 2PPD DAERAM Il |
1 | CSmenerima berkas 1.55p0 1Hari Berkas | T
permohonan Validasi & 2. Bukti bayar Bank; Permohonan
Mutasi BPHTB dan 1 3. SPHP
Vakidasi tanpa Mutasi 4. FC KTP atay identitas i !
BPHTE i S. Cetak mandirilunas PBB-P2 :
i 6. FC Sertifikat
: 7. Pernyataan Transaks:
| o . ]
i 2| Menerima dan Meneliti 2Hari | Berkas  validasi
berkas Validasi & Mutas: | dan Mistasi
@PHTS PBB-P2 dan ' ; BPHTE  PBG-P2
ValBdasi tanps Mutasi dan Valdasi
8PHTB PBB-P2 darl “tanpa  mutasi
. | petugas palayanan . o . BPHTB PBB-P2 | —
3 Register Monitoring 1Hari | Berkas disposis
, berkas Mutasi BPHTB -f——l
4 | Disposisi Kasubbig Data 1Han | Berkas
BPHIB ! Permohonan
| _ . _ v
S | Meneliti dan menginput ‘ 3Har . input Berkas
dats mutasi ke Apiikasi - i Permohonan
SISMIOP ‘
6 | Memverifikasi / meneliti i 1 2Hari | Input Berkas R
hasit inputan ' | Permohonan
- . ' 1 S : valid ]
7 . Mengarsip berkas yang . 2 Hari | Berkas
sudah sebesai dan " Perrnohonan
roemberikan status | - . | ! sefesal,  Output |
selesai o e - 5 i SKNJOP / SPPT ]




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PEMBATALAN ATAS SPPT PBB - P2

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR . Sub Petuges Badan
Wajib Pujak | Petudes """‘“ Tinjau :”"‘I "":;m Kelengkapan waku | Output
Lapang
Mengisi dan menandatangan: GoKUMen an Per Ketotapan PBB Q N
P2 sesus: dengan kelengkapan persyaratan o
& Mare Henag rogrees
Mererima dokumen dan I pemeriksaan \gkapan dokumen bila N -
dokumen Bak lenghap Maka dikembelkan kepeds Pemonon, bils dokumen KeAGKED) —— Lo
diteruskan kepada Kepala Sub Bioang M-
parmotone
Menelit Kesesuaian oan kebenaran dokumen permohonan pembatalan ketetapan ’::;mr“
PBE - P2 bia dokumen vald maka Kepala Sub Bidang memberkan fanda tenma <> o v‘-:nc
dokumen béa dokumaen lidak valid maka dkembalkan kepada pemohon WTPrS Weash Payah
mwwmmmmmmml oty o
melakukan pemerksasn kanloriapangen atas berkas permohonan pembataian Y I:""“J NOP ganas’ benpa Fasem
keistapan yang dimohonkan WP bersama dengan kepals cesa / yang mewakili ke S Fasca 8w
lokas! obyek pajak can dibuatken Berita Acara Tinjau Lapang mw-wmm
7 Mabanas Lrggak s
L A A
pembalaian berups SK stau sural penclskan kepada Kepala Badsn — e learisan
| apange-
Wmmummumww diteruskan ‘(;—_-_—)' R =
Kepaia Badan membenkan persetujuan alas permohonan pembataian ketelapan [-——'—1 1 b i
PBB - P2 dengan menandatangam draft SK Kepala Badan S
|Kepaia Sub Bidang meneruskan hasd jad surat keputusan kepais Badan  untuk
diserabkan ke Pelayanan untuk dsamp Wajib Pajek dan pengarspan SK di i AT Gt W gt Pankena | SK Kapsa Badan
Sub Boang [______] st e s L
Pengarspan b P h dan pang nasi! keput oleh WP < _D | t therihegm |Prses dwstaae




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

LEGALISIR PBB - P2
PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Petugas Kepala
Waijib Pajak Pelayanan a_u-_n:lf Kelengkapan Waktu Output
Mengs: dan menandatangan dokumen permohonan Legalsr Pajak O‘
sesual dengan kelengkapan persyaratan N
|Menyerahkan dokumen permahonan Legaksir Pajak kepada petugas 1 SPPT PBE 2 SPPT PEB
pelayanan pajak Melunasi PBB
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohonan Legalisir
Pajak. bila dokumen valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda
terima dokumen, bila dokumen tidak valid maka dicembalikan kepada
pemohon \ 1 Hari
|Menandatangani Legaksir Pajak |:]
Legatsi PBB Legatsic PEB
Mengambabkan hasil legalisir ke petugas pelayanan dan melakukan I:]
penyimpanan arsip legalisir
i Legaksic PBB Bukt L PR
IWWMWWWHWOWDM © ls"'""""' I::lms-tn
ma




DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
VERIFIKASI , VALIDASI BPHTB DAN MUTASI PBB P2

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Kabid
Wajib Pajak /
Admin BPPD Verifikator Validator Mutasi Waktu Output
1 |Wapb Pajak melalus PPAT/KPKNL! Petugas BPPD mengajukan Permohonan penilaian NPOP
permohonan penilaan NPOP BPHTB menggunakan aphkasi e- BPHTE dan mutas: PBB P2 meialus
BPHTB Q Aplikasi E BPHTB berfungs/
sebagal SPOP dan LSOP
dilengkapi scan dokumen
2 |Penlal Pajak/Asisten Penilal paak  melakukan penelitan KTP! NPWP (Wagd Pajak Badan)
kelengkapan dan kesesuaan dokumen Subyek Pajak Obyek Pembeii dan Penjual
Pajak, nia perolehan saat terutang paak dan NPOPTKP serta Penenma/Pemben hak (Wayjib
melakukan penilaian secara elektronk Apabila berkas jelas, v Paak Pribadi)
iengkap, dan sesual maka akan keluar hasd dwvenfikasi yang
berupa SPHP dengan kode biling untuk digunakan |
pembayaran BPHTB  Apabila berkas idak lengkap maka | SPPT PBB / e-SPPT / SKNJOP
informasi  disampaikan kepada Wajib Pajak melalul chat o NO (Khusus PTSL dilampirkan SPPT %
Apikasl o-BPHTE Sebetum terbit SKNJOP  Khusus| @ ts‘:"', .
YES objek yang lerdri atas beverapal  Than | po o oan
S5PT dilampirkan SPPT (e SPHP)
keseluruhan)
3 |Kepala Bigang / Perndal Pajak dapat melakukan revew Sertifikal Lengkap/ SK Pembenan

|proses penilaian NPOP BPHTBR/ menyampaikan pendapat

tertuls dan persetujuan secara elektronk dalam aplikas: e
|BPHTE datam rangka penyeiesaan permohonan review

Hak dan Peta Bdang dan Kantor|

Pertanahan / Letter C dan Riwayat
Tanah oan Desa / Rmayat PPJB
khusus obyek yang lerdin beberapa
sertfikat  dilampirkan keseluruhan
sertifiat




Brosur/ Prize List terakhir (rumah

baru) Permohonan
Pemindahbukuan Permohonan
SKB  permohonan  keterangan
pengganti  bukti  bayar  atau

permohonan lannya

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Kabid Keterangan
Wajib Pajak /
Admin BPPD Verifikator Validator Mutasi Waktu Output
Penilai Pajak/Asisten Periiai pajak  meiakukan penelhan Folo cojek BPHTE
|pembayaran BPHTB, kelengkapan dan kesesuaan dokumen $ (BumvBangunan) khusus bangunan
Subyek Obyek nial peroiehan = dan/atau pengisian SPOP tampak keseluruhan sehingga dapat
dan LSPOP Apabia berkas jeias lengkap dan sesua maka NO YES dititung luas sesungguhnya e Validas SSPD
akan divabdasi Apabila tddak lengkap maka disampakan dibandingkan dengan SPPT PBB-[! han lepvre
P T P2
kepada Wayb Paak melalu Aplikasi e-BPHTB W
melakukan
pembayaran
T |Penia PaauAssten Penial pajak | melakukan peneiian Kartu Keluarga / Ketarangan Waris
SPOP dan LSPOP beserta kelengkapan dan kesesuaan ¥ khusus penenma hibah  fwans
dokumen Subyek Obyek nilal perolehan . pembayaran segans dalam gans keturunan satu & SK NJOP
BPHTE untuk mutas;, pemutakhwan niai pasar. dan penilaan derajat hkeatas atau ke bawah Mutasi PBB P2
PBB-P2 termasuk suami - ster, termasuk khusus atas
Pajak Terutang PTSL dar hibah Pemtayarar
wans dan APHB) 3 hari ;'G:KP:"OP BPHTB pada
bulan Nopember
dan Desember
dapat dicelak
pada bulan
Januari thn
|benkut




FELAKSANA MUTL BAKU

URAIAN PROSEDUR Kabid

b Paier | Veritixator | vatidator | Mutasi Waktu

7 Bukti Transaks Jual Bell ! Tunda
Jadi | Panunjukan  Pemenang|
Lelang. Rmcian Surat Pesanan|
Rumah (SPR) ddandatangam jara
pehak Persetujuan Kredt dan Flank
andatang:ni Pearanpan
Pengikatan Jual Bell (PPJB) / lmL
PPh yang telah ddelt KP> /|
Pembayarasr BPHTB Sebeluminya
(khusus juzi beh sebelum FPJB
terakhr dapat diajukan setelah
verfikasi atis jual beli yang ukan
didaftarakan peralihan haknye ke
BPN)

P N
J’(m Prcvanan Paiak Nanra




